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MANUSKRIP WAWANCARA PENELITIAN  

 

Kategori Resiko : Perencanaan dan Penganggaran 

Informan  : BAPEDA, Sekertaris Daerah 

Deskripsi: 

Proses penentuan jumlah alokasi sumber daya ekonomi untuk masing-masing 
program dan kegiatan dalam bentuk satuan uang dimulai dari Persiapan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian 
diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan 
Kebijakan Umum Anggaran(KUA), Nota Kesepakatan dan Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja Anggaran (RKA)-PD, disusun menjadi Rencana APBD dan 
setelah disahkan sebagai APBD. 
 

No

. 

Potensial Resiko Pertanyaan Jawaban 

1 Koreksi atau revisi APBD 
pada saat dievaluasi oleh 
pemerintah Daerah. 
 

Apakah koreksi atau 
revisi APBD dilakukan 
pada saat dievaluasi 
oleh pemerintah 
Daerah. 
 

 

2 Kurangnya pemahaman 
Perangkat Daerah dalam 
prosesnya penyusunan 
Rencana Kerja dan 
Penganggaran (RKA-PD), 
Pelaksanaan Anggaran 
Dokumen (DPA-PD) dan 
dokumen penganggaran 
lainnya 
 

Bagimana 

pemahaman 

Perangkat Daerah 

dalam proses 

penyusunan RKA-PD, 

pelaksanaan DP-PD 

dan dokumen 

penganggaran lainnya  

 

3 Kurangnya 
peraturan/juklak 
operasional/juknis/instrum
en SOP penganggaran 
yang digunakan dalam 
proses penyusunan APBD  
 

Apakah tersedia 
peraturan/juklak 
operasional/juknis/inst
rumen SOP 
penganggaran yang 
cukup yang 
digunakan dalam 
proses penyusunan 
APBD  
 

 

4 Masih kurangnya 
pemahaman terhadap 
aturan dan kecermatan 
tim asistensi/verifikasi 
dalam 

Bagaimana 

pemahaman terhadap 
aturan dan 
kecermatan tim 
asistensi/verifikasi 
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pemeriksaan/verifikasi 
RKA-PD dan DPA-
dokumen PD. 
 

dalam 
pemeriksaan/verifikasi 
RKA-PD dan DPA-
dokumen PD. 
 

 

 

Kategori Resiko : Implementasi Anggaran 

Informan  : BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah) 

Deskripsi: 

Perangkat Daerah (PD) melaksanakan kegiatan pelaksanaan penerimaan dan 

belanja daerah sampai pencatatan dalam Laporan Realisasi Anggaran . 

No. Potensial Resiko Pertanyaan Jawaban 

1 Pelaksanaan serapan 

anggaran sebagian 

besar menumpuk pada 

akhir tahun anggaran. 

Bagaimana serapan 

anggaran, apakah 

tidak menumpuk pada 

akhir tahun 

 

2 Serapan anggaran 

tersebut tidak sesuai 

dengan alokasi 

anggaran yang 

disediakan. 

Apakah serapan 

anggaran tersebut 

tidak sesuai dengan 

alokasi anggaran yang 

disediakan 

 

3 Kurangnya mekanisme 

penerbitan SP2D untuk 

kelebihan pembayaran 

Bagaimana 

mekanisme penerbitan 

SP2D untuk kelebihan 

pembayaran 

 

4 Rendahnya kesadaran 

penyewa sarana sosial 

/ fasilitas umum 

mengenai kewajiban 

membayar iuran (pajak 

dan retribusi). 

Bagaimana kesadaran 

penyewa sarana sosial 

/ fasilitas umum 

mengenai kewajiban 

membayar iuran (pajak 

dan retribusi). 

 

Berapa persentase 

realisasi penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah (untuk tiga 

tahun terakhir)-bisa 

minta datanya 

 

Sejauhmana pengaruh 

Covid-19 terhadap 

serapan penerimaan 

pendapatan daerah? 
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Kategori Resiko : Administrasi 

Informan  : BPKPD, Sekertaris Daerah 

Deskripsi: 

Pencatatan pendapatan dan belanja daerah secara tertib, sistematis dan 

kronologis selama satu tahun anggaran. 

No. Potensial Resiko Pertanyaan Jawaban 

1 Keterlambatan 

pelaporan pembaruan 

data karyawan terkait 

gaji dan tunjangan 

anak, sehingga sering 

terjadi kelebihan 

pembayaran tunjangan 

keluarga. 

Apakah sering terjadi 

keterlambatan 

pelaporan pembaruan 

data karyawan terkait 

gaji dll 

 

2 Kurangnya ruang 

penyimpanan untuk 

catatan keuangan 

sedangkan catatan 

keuangan berlaku 

hingga 20 tahun. 

Apakah terdapat ruang 

penyimpanan untuk 

catatan keuangan 

sedangkan catatan 

keuangan yang cukup 

 

3 Keakuratan data aset di 

setiap Perangkat 

Daerah (PD) belum 

optimal. 

Bagaimana keakuratan 

data aset di setiap 

Perangkat Daerah (PD) 

 

4 SDM keuangan di PD 

yang tidak memiliki 

latar belakang 

pendidikan Akuntansi. 

Apakah SDM 

keuangan di PD 

memiliki latar belakang 

pendidikan Akuntansi. 

 

 

5 Tidak ada sistem 

aplikasi penerimaan 

dan pencairan kas 

daerah yang terhubung 

antara pengelola kas 

daerah dan bank 

persepsi. 

Apakah terdapat sistem 

aplikasi penerimaan 

dan pencairan kas 

daerah yang terhubung 

antara pengelola kas 

daerah dan bank 

persepsi. 

 

6 Belum optimalnya 

integrasi sistem aplikasi 

manajemen aset untuk 

mendukung laporan 

keuangan akrual. 

Bagaimana integrasi 

sistem aplikasi 

manajemen aset untuk 

mendukung laporan 

keuangan akrual. 

 

7 Regulasi terkait standar 

akuntansi pemerintah 

masih perlu 

disesuaikan. 

Bagaiamana 

penerapan regulasi 

terkait standar 

akuntansi pemerintah 

 

8 Perubahan peraturan 

mengenai anggaran 

Apakah terdapat 

perubahan peraturan 
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hibah dan bansos pada 

saat anggaran 

disahkan. 

mengenai anggaran 

hibah dan bansos pada 

saat anggaran 

disahkan. 

9 Sertifikasi aset seperti 

tanah yang belum 

optimal terkait penanda 

bukti kepemilikan. 

Apakah sertifikasi aset 

seperti tanah tersedia 

sebagai bukti 

kepemilikan 

 

 

Kategori Resiko : Pelaporan dan Akuntabilitas 

Informan  : BPKPD dan Inspektorat 

Deskripsi: 

Pada akhir periode pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran melakukan 

kegiatan akuntabilitas melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri 

dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota 

Laporan Keuangan (CaLK). Untuk menilai kewajaran laporan keuangan, Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah dengan memberikan pendapat yang wajar tanpa 

pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat dan 

pendapat yang tidak wajar. 

No. Potensial Resiko Pertanyaan Jawaban 

1 Pusat pelaporan pajak 

yang tidak terorganisir 

baik pajak penghasilan 

maupun pajak 

pertambahan nilai yang 

disetorkan oleh 

bendahara belanja PD 

ke kantor pelayanan 

pajak. 

Apakah pusat pelaporan 

pajak terorganisir, baik 

pajak penghasilan 

maupun pajak 

pertambahan nilai yang 

disetorkan oleh 

bendahara belanja PD ke 

kantor pelayanan pajak. 

. 

2 Prosedur penilaian aset 

tidak memadai. 

Sejauhmana prosedur 

penilaian aset (apakah 

cukup memadai). 

 

3 Hasil pemeriksaan 

Laporan Keuangan 

Bagaimana hasil 

pemeriksaan BPK (opini 

dalam tiga tahun terakhir) 

 

 

 

Kategori Resiko : Pengawasan 

Informan  : Inspektorat 

Deskripsi: 

Serangkaian kegiatan monitoring, pemeriksaan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua 

kebijakan dan kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan oleh aparatur 
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pengawas intern pemerintah, dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan 

memberikan pembinaan, pembinaan, supervisi, pelatihan, dan konsultasi. 

No. Potensial Resiko Pertanyaan Jawaban 

1 Keterbatasan 

pengawasan SDM 

yang dimiliki 

Inspektorat Daerah. 

Bagimana 

kecukupan 

pengawasan SDM 

yang dimiliki 

Inspektorat Daerah 

 

2 Waktu pengawasan 

terbatas. 

Apakah cukup 

waktu dalam 

pengawasan 

 

3 Anggaran 

pengawasan terbatas. 

Bagaimana dengan 

anggaran 

pengawasan 

 

4 Auditee tidak atau 

kurang bersedia untuk 

bekerja sama 

Bagaimana 

kerjasama dengan 

Auditee, apakah 

mendukung?  

 

5 Pengawasan 

dokumen sulit / tidak 

dapat diperoleh, baik 

karena hilang, rusak, 

atau karena auditee 

yang sengaja tidak 

mau menyerahkan 

dokumen. 

Bagaimana dengan 

perolehan 

bukti/dokumen 

pemeriksaan, 

apakah cukup 

tersedia? 

 

6 Adanya peraturan 

perundang-undangan 

yang menghambat 

pengawasan, seperti 

peraturan tentang 

kerahasiaan bank dan 

pemeriksaan pajak 

terkait. 

Apakah terdapat 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

menghambat 

pengawasan, 

seperti peraturan 

tentang 

kerahasiaan bank 

dan pemeriksaan 

pajak terkait. 

 

7 Temuan dari 

pengawasan tidak 

ditindaklanjuti atau 

dimanfaatkan. 

Bagaimana dengan 

temuan dari 

pengawasan, 

apakah 

ditindaklanjuti atau 

dimanfaatkan. 

 

 


